
 

SALINAN 
     

 
 
 

BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SOPPENG 

    NOMOR : 30 TAHUN 2924 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG 

NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SOPPENG, 

 
 

Menimbang :    a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa 

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan rumusan sasaran 

pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan prioritas 
pembangunan serta asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan 

pembangunan daerah, maka Peraturan Bupati Soppeng 
Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 20248perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng 

Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024; 
 

Mengingat : 1.  Pasal   18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 



 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6775); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 630); 

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2023 Nomor 23); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 103); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139); 



 

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 

52); 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SOPPENG NOMOR 52 TAHUN 20238TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 
2024. 

 

 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Soppeng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut : 
 
 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 2 
 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari 

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 sebagaimana 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. 
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi : 

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024; 
dan 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2024. 

(3) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada 

Perubahan KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam 
Perubahan RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan 

Kepala Daerah dan Ketua DPRD. 

 
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri 

atas : 
BAB I   Pendahuluan 

BAB II  Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II 

(Triwulan dua) Tahun 2024 

       BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan  
  Keuangan Daerah  

   BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah  

BAB V  Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah 
   BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

BAB VII Penutup 

Lampiran 



 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 
 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 5 
(1) Dalam rangka Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 

Pemerintah Daerah  menggunakan dokumen Perubahan RKPD 

Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 
Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara APBD Tahun 2024. 

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Perubahan 
Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 dalam melakukan 

pembahasan Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD 

dengan DPRD. 

 
 
 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 

 
  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah melakukan sinkronisasi antara Perubahan Rencana Kerja 

dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 
2024 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Soppeng. 
Ditetapkan  di  Watansoppeng 

pada tanggal 25 Juli 2024 

BUPATI SOPPENG, 

ttd 

 

A. KASWADI RAZAK  

 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal 25 Juli 2024 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 
 

ttd 
 

ANDI IBRAHIM HARTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 30 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
       MUSRIADI, SH.MM 


